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ABSTRAK

Intan Premata Dewi, 202320251006. “Kewenangan Mahkamah Konstitusi
Sebagai Lembaga Peradilan dalam Memutus Pengujian Perundang-Undangan
Menurut Undang-Undang Mahkamah Konstitusi”.

Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 disebutkan Negara Indonesia ialah negara hukum. Negara hukum
adalah bahwa tidak ada satupun yang berada diatas hukum dan hukumlah yang
berkuasa. Dalam negara hukum terdapat unsur-unsur negara hukum salah satunya
adalah pemisahan kekuasaan. Pada teori pemisahan kekuasaan membagi suatu
tugas pemerintahan kedalam tiga bidang kekuasaan yaitu kekuasaan legislatif,
kekuasaan eksekutif dan kekuasaan yudikatif. Mahkamah Konstitusi sebagai
lembaga yudikatif memiliki kewenangan untuk menguji undang-undang.
Mahkamah konstitusi sebagaimana kewenangannya seharusnya sebagai negative
legislator akan tetapi pada beberapa putusan yang dikeluarkan Mahkamah
Konstitusi mengeluarkan putusan yang bersifat positive legislator. Urgensi
penelitian ini terletak pada kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus
sengketa pengujian perundang-undangan menurut undang-undang Mahkamah
Konstitusi. Dalam menjalankan tugasnya Mahkamah Konstitusi sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memenuhi rasa keadilan setiap
pencari keadilan dan hak-hak konstitusi warga negara. Penelitian ini mengunakan
metode penelitian yuridis normatif yaitu membahas doktrin-doktrin atau asas-asas
dalam ilmu hukum. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang
mengkaji studi dokumen menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan
perundang-undangan, kepustakaan pengadilan dan teori hukum, dapat berupa
pendapat para sarjana atau doktrin. Hasil penelitian ini, Mahkamah Konstitusi
memiliki kewenangan sebagaimana diamanatkan Pasal 24C ayat (1) Undang-
Undang Dasar 1945 dan lebih khusus lagi diatur dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-
Undang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan
sebagai negative legislator. Akan tetapi dalam beberapa putusan Mahkamah
Konstitusi berperan sebaga postif legislator atau putusan yang bersifat mengatur,
seperti pada putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 dan putusan Nomor 22/PU-
XV/2017 serta pada putusan Nomor 90/PUU-XXI1/2023. Mahkamah Konstitusi
menambahkan norma pada pasal 169 huruf q. Dimana hal tersebut merupakan
kewenangan lembaga legislatif. Belum ada aturan hukum yang mengatur mengenai
putusan Mahkamah Konstitusi sebagai positive legislator. Harus ada aturan hukum
yang mengatur hal tersebut. Oleh karena itu menurut penulis perlu adanya revisi
Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang mengatur hal ini. Serta perlu adanya
batasan-batasan atau ketentuan-ketentuan yang mengatur kapan Mahkamah
Konstitusi dapat membuat putusan yang bersifat positive legislator. Agar tercipta
kepastian hukum serta terpenuhinya rasa keadilan dan hak-hak konstitusi warga
negara.

Kata kunci: Mahkamah Konstitusi, Kewenangan Mahkamah Konstitusi
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ABSTRACT

Intan Permata Dewi, 202320251006. "The Authority of the Constitutional Court
as a Judicial Institution in Deciding Legal Review According to the Constitutional
Court Law".

Article 1 paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia states
that the Republic of Indonesia is a country of law. A country of law is that no one
is above the law and the law is the one that rules. In a country of law there are
elements of a country of law, one of which is the separation of powers. In the theory
of separation of powers, a government task is divided into three areas of power,
namely legislative power, executive power and judicial power. The Constitutional
Court as a judicial institution has the authority to test laws. The Constitutional
Court, as its authority, should be a negative legislator, but in several decisions issued
by the Constitutional Court, it issued decisions that were positive legislators. The
urgency of this research lies in the authority of the Constitutional Court in deciding
disputes regarding the testing of legislation according to the Constitutional Court
law. In carrying out its duties, the Constitutional Court is in accordance with
applicable laws and regulations and fulfill the sense of justice of every seeker of
justice and the constitutional rights of citizens. This research uses a normative legal
research method, namely discussing doctrines or principles in legal science.
Normative legal research is a study that examines document studies using various
secondary data such as laws and regulations, court literature and legal theory, which
can be in the form of opinions of scholars or doctrines. The results of this study, the
Constitutional Court has the authority as mandated by Article 24C paragraph (1) of
the 1945 Constitution and more specifically regulated in Article 10 paragraph (1)
of the Constitutional Court Law. The Constitutional Court has the authority as a
negative legislator. However, in several decisions the Constitutional Court plays a
role as a positive legislator or decisions that are regulatory in nature, such as in
decision Number 46 / PUU-VIII / 2010 and decision Number 22 / PU-XV /2017
and in decision Number 90 / PUU-XXI / 2023. The Constitutional Court added
norms to Article 169 letter . Where this is the authority of the legislative institution.
There are no legal regulations that regulate the decisions of the Constitutional Court
as a positive legislator. There must be legal regulations that regulate this. Therefore,
according to the author, there needs to be a revision of the Constitutional Court Law
that regulates this. And there needs to be limitations or provisions that regulate
when the Constitutional Court can make a decision that is positive legislator. In
order to create legal certainty and fulfill the sense of justice and constitutional rights
of citizens.

Keywords: Constitutional Court, Authority of the Constitutional Court
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KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI SEBAGAI LEMBAGA
PERADILAN DALAM MEMUTUS PENGUJIAN PERUNDANG-
UNDANGAN MENURUT UNDANG-UNDANG MAHKAMAH
KONSTITUSI
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dan sebagai syarat dalam pendidikan akhir Magister Ilma Hukum Universitas
Bhayangkara Jakarta Raya Tahun 2025.

Tujuan penulisan tesis ini diawali dari keininginan penulis agar ada peraturan
perundag-undangan yang mengatur mengenai putusan Mahkamah Konstitusi yang
bersifat negative legislature agar terciptanya kepastian hukum. sebagai mana
Mahkamah Konstitusi dalam memutus sengketa perundang-undangan yang
seharusnya sebagai negative legislature akan tetapi dalam beberapa putusannya
Mahkamah Konstitusi bersifat positive legislature. Dalam konteks ini, penulis
merasa perlu untuk mengkaji dan menawarkan solusi yang dapat membantu

mengatasi permasalahan tersebut.

Salah satu gagasan yang penulis angkat dalam tesis ini adalah Kewenangan
Mahkamah Konstitusi Sebagai Lembaga Peradilan Dalam Memutus Pengujian
Perundang-Undangan, diharapkan diharapkan dengan adanya aturan hukum yang
mengatur mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai positive legislature
sreta batasan-batasanya dan kapan Mahkamah Konstitusi sebagai positive
legislature. Mahkamah Konstitusi dalam putusannya dapat memberikan rasa

keadilan masyarakat.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan tesis ini terdapat

keterbatasan, baik dari segi data maupun analisis. Meskipun demikian, penulis
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berusaha semaksimal mungkin untuk menyajikan informasi yang relevan dan

bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum tata

negara di Indonesia. Penulis berharap bahwa hasil penelitian ini dapat memberikan

kontribusi positif bagi sistem peradilan Mahkamah Kostitusi di Indonesia.
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MOTTO

“Usaha tanpa doa adalah sombong, doa tanpa usaha adalah sia-sia. Maka
lakukanlah keduanya. Lalu akhirilah dengan tawakal. Karena mimpi tak pernah

nyata tanpa usaha dan doa, berdoa dan berusaha adalah kunci kesuksesan.”

(Anonim)
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